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Pembimbing | : Misran, S.Ag, M.Ag
Pembimbinng 11 : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata kunci : sanksi, tenaga medis, bantuan, aborsi

Aborsi yang tidak dibenarkan oleh hukum termasuk kategori pembunuhan,
yaitu pembunuhan janin. Di zaman sekarang fenomena aborsi begitu banyak
terjadi hal ini juga didukung oleh banyaknya malpraktik yang ada
dilingkungan masyarakat. Terdapat tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi
ini. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk tindakan bantuan yang dilakukan
oleh tenaga medis? Kedua, apa faktor-faktor tenaga medis melakukan
tindakan aborsi? Ketiga, bagaimana pertanggung jawaban pidana tenaga
medis yang membantu melakukan tindakan aborsi dalam prespektif hukum
positif dan hukum pidana Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah
keperpustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif,
yaitu dengan mengurai permasalahan berdasarkan narasi ilmiah dengan
objek dan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;
pertama, terdapat dua bentuk bantuan yang dilakukan oleh tenaga medis
dalam membantu melakukan tindakan aborsi yaitu, dengan menggunakan
alat medis secara lansung dan dengan memberi obat-obatan atau ramuan
tradisiona. Kedua, terdapat beberapa faktor yang membuat tenaga medis
membantu melakukan tindakan aborsi diantaranya yaitu faktor kedaruratan
medis, psikologis, ekonomi dan kemanusiaan. Ketiga, pertanggung jawaban
pidana terhadap tenaga medis yang membantu tindakan aborsi menurut
hukum positif terdapat di dalam KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan
UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 75, 76, 194. Dan dalam hukum
pidana Islam terdapat al-Qur’an dan Hadist dan juga figh mengenai sanksi
bagi tenaga medis yang membantu melakukan aborsi.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan
tranliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Nama Huruf Nama Ruruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak | tidak te (dengan titik
| Alif | dilamba | dilamba- b t}a’ t} di bawah)
ngkan | ngkan

5 ) zet (dengan
o B&’ B b P Y N

g ¢ pra A titik di bawah)

koma terbalik

= Ta’ T T ‘ai ¢ |

. b ¢ 7 4 (diatas
) ] ) es (dengan ] i

Sla S |titikdiatas) | € 30| 9 |Ce
a Jim J Je o F& f Ef
ha (dengan
c H&’ H titik di @ Qaf q Ki
bawah)
& Kha’ Kh ka dan ha d Kaf k Ka
> Da’l D De J Lam I El
i . zet (dengan =
! Y lttkdiatasy | ¢ | Mm | m Em

) R&’ R Er o Nan En
5 Zai Z Zet 3 Wau w We
o Sin S Es A H& h Ha
o Syin Sy es dan ye s Hamz ‘ Apostrof

Vii




ah

es (dengan

o S{ad s} titik di T Y& Ye
bawah)
de (dengan

2 D{ad d{ titik di
bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fath}ah A A
- Kasrah 1 I
- D{ammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tanda Nama Huruf Gabungan Huruf Nama
8 Fath}ah dan ya Ai adan i
; Fathah dan wau Au adanu

Contoh:

viii




X - kataba

%t - fa'ala

Jel = suila

(xS - kaifa

Jy— - haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan NAma Huruf dan Nama
Huruf Tanda
e t® FELELD G g ATE A a dan garis di atas
atau ya
S Kasrah dan ya I I dan garis di atas
.3 Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

Jé - qala

= - rama

e -gila

j}i’ - yaqitlu

4. Ta’ Marbu}ah

Transliterasi untuk ta’ marbut}ah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati



Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang memakai kata sandang al serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
JUbV &%8 - raudah al-atfal/raudahtul atfal

2

5540 &80 - al-madimah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

o

b - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

J5 - nazzala

S~ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu Jl, namun dalam transliterasi-ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “I” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa
sempang.

Contoh:

JN - ar-rajulu



JE - al-galamu
M\ - asy-syamsu
JY&1 - al-jalalu

7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku
untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah
yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

5,2 )
26 -t khuzu

“a

Exd - syai’un
3 - an-nau'u

S ~inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh:
u}fﬁj\ A e A :); 3 Wa innalldha lahuwa khair ar-razigin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

Bl 5 BhE - Bismillahi majreha wa mursaha

9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa
yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Xi



u‘»ﬂ&“ <5 & 3ed Alhamau lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
V-o-jﬂ d»*jj\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
) jjfi.c Y Allaahu gafurun rahim
a3 B Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid. Karena
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn
Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan satu kasus dari sekian banyak kasus yang masih
melekat sepanjang kehidupan manusia. Aborsi adalah upaya mengakhiri
kehamilan atau mengeluarkan janin sebelum tiba waktu alamiahnya®. Akhir-
akhir ini aborsi telah dianggap sebagai sebuah peristiwa yang lumrah
dikarenakan banyaknya praktek aborsi yang terjadi di dalam kehidupan
masyrakat. Jika di lihat dari sisi medis aborsi merupakan suatu tindakan yang
dapat memberikan efek yang begitu besar bagi pelaku, diantaranya dapat
mengakibatkan kematian.

Dalam prakteknya aborsi dapat saja dilakukan oleh pelaku dengan
sendirinya tanpa bantuan orang lain atau tenaga medis lainnya dengan
meminum jamu tradisional, akan tetapi beberapa fakta yang terjadi di
lapangan banyak pelaku aborsi, dalam melakukan tindakan aborsi di bantu
oleh tenaga medis dengan tujuan untuk mempermudah proses aborsi. Oleh
karena itu, mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum yang semakin
kompleks mengenai aborsi.

Indonesia merupakan negara hukum yang melarang keras melakukan
tindakan aborsi, akan tetapi di Indonesia juga terdapat banyak praktek aborsi
illegal yang di lakukan oleh tenaga medis satu diantara nya adalah praktek
yang berada di daerah Jakarta Pusat, yang telah dibongkar oleh Tim Subdit
Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, pada Agustus tahun 2020, dalam
kasus ini Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 17 tersangka

Mufliha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD):
Kontestasi antara Pro-Choice,”Analisis: Jurnal studi kelslaman, NO.15, (1 juni 2015),him.
44,



dan tiga diantaranya merupakan tenaga medis yaitu dokter, dan tiga pra
medis yaitu satu bidan dan dua perawat, serta empat pengelola klinik dan
empat orang turut membantu melakukan dan tiganya lagi merupakan pasien
yang berada pada saat penggebrekan.

Menurut hukum positif aborsi merupakan salah satu tindak pidana
yang diatur di dalam KUHP dan termasuk kategori tindak kejahatan terhadap
kesusilaan yang termuat dalam pasal 299 KUHP ayat 1, 2, dan 3, dan juga
termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa yang termuat dalam pasal 346,
347, 348, dan pasal 349 KUHP.?

Banyaknya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia hal ini juga di
dukung dengan banyaknya malpraktek mengenai aborsi yang dilakukan baik
itu oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan formal maupun non formal, yang
membantu melakukan tindakan aborsi.

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam KUHP bahwa orang
yang turut serta membantu tindakan aborsi juga dikenakan sanksi pidana
yang termuat pada pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Di dalam hukum
pidana orang yang membantu melakukan tindak pidana disebut dengan
medeplichtiheid merupakan salah satu bentuk dari deelneming atau
keikutsertaan atau penyertaan atau turut serta. Deelneming juga sudah diatur
di dalam pasal 55 dan 56 KUHP®. Di dalam KUHP terdapat perbedaan
sanksi yang diberikan terhadap pelaku aborsi dan kepada orang yang turut
serta melakukan aborsi. Larangan mengenai aborsi tidak hanya diatur di

dalam KUHP saja, akan tetapi juga diatur di dalam UU yang lebih khusus

2Himpunan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), permata press.
SP.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2011), him. 563.



yaitu UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu pasal 75, 76, dan ancaman nya
diatur dalam pasal 194.4

Dalam hukum pidana Islam melakukan tindak aborsi tanpa adanya
alasan yang dibenarkan oleh agama dan medis maupun, hal ini merupakan
sebuah pelanggaran, dan juga telah merusak tatanan kehidupan yang telah
dianugrahkan olen Allah SWT®. Melakukan aborsi atau pengguran sama
halnya dengan membunuh janin yang kelak akan menjadi manusia, dan hal
ini tentu sangat dilarang sekalipun janin tersebut merupakan hasil dari
hubungan gelap atau zina®.

Dalam hal ini, melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang sudah
ditiupkan ruh atau di atas seratus dua puluh hari tanpa adanya alasan yang
benar, para ulama dan fugaha sepakat mengenai hal ini dan tidak ada
perselisihan menyatakan bahwa hukumnya haram, perbuatan ini juga
mengakibatkan penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya.” Aborsi yang
disengaja merupakan tindakan pembunuhan dan berikut ini merupakan dalil
dalil syar’i yang menjelaskan tentang keharaman membunuh manusia
diantaranya: QS Al-Isra’ ayat 31 yang artinya“janganlah kamu membunuh
anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada
mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang

besar."

4B. Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta:
Rienaka Cipta,2011), him. 35.

SEbrahim, Aborsi Krontrasepsidan Mengatasi Kemandulan, (Bandung; Citapustaka
Media, 2014), him.126.

8Menurut konteks Islam, janin (anak dalam kandungan), oleh sebab itu melakukan
pengguguran terhadap janin di dalam kandungan merupakan suatu pelanggaran, terlebih jika
tidak mempunyai alasan yang sah yang dikuatkan oleh tim medis. Dewani Ramli “Aborsi
dalam Prespektif Hukum Postif dan Hukum Islam”. Jurnal al-adalah X No.2 (juli 2011):
him.159.

"Syauma, Hukum Aborsi Dalam Islam, (Jakarta; Gema Insani Press, 2015), him 66.



QS Al-Isra’ ayat 33

Artinya “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah
(membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar. Dan barang
siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya
melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang
yang mendapat pertolongan.

Redaksi dari firman Allah di atas menjelaskan tentang membunuh
jiwa manusia merupakan suatu perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah
SWT, dan begitu juga dengan janin yang sudah ditiupkan ruh yang juga
termasuk kedalam jiwa manusia yang dimuliakan. Pengharaman yang
dilakukan terhadap tindakan aborsi setelah ditiupkan ruh juga memiliki
pengecualian, diantaranya Islam membenarkan seseorang melakukan aborsi
jika terjadi kondisi darurat mengenai kesehatan yang dapat membahayakan
nyawa si ibu.® Sedangka mengenai aborsi yang dilakukan terhadap janin
yang belum ditiupkan ruh para ulama dan fugaha mengenai hal ini terjadi
perbedaan pendapat.

Hukum pidana Islam juga telah mengatur tentang sanksi bagi siapa
saja yang melakukan tindakan aborsi, sanksi yang diberikan kepada pelaku
adalah mengwajibkan pelaku untuk membayar diyat bagi janin yang telah
digugurkan dengan paksa.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 KUHP bahwa orang yang
turut serta membantu melakukan tindak pidana juga dikenakan sanksi begitu
juga dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam juga memberikan
sanksi kepada orang-orang yang turut serta membantu melakukan tindak
aborsi, sebagai mana pendapat yang dikemukan oleh Abdul Qadir bahwa
orang yang ikut serta melakukan jarimah secara bersama-sama baik itu

melalui kesepakatan atau hanya kebetulan, dengan cara menghasut, atau

8Romli, Aborsi dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Jakarta;
Kencana, 2011), him. 161.



menyuruh orang lain ataupun memberi bantuan dengan berbagai bentuk juga
dikenakan sanksi yang sama dengan pelaku.®

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, konsep sanksi
yang diberikan kepada tenaga medis yang membantu tindak aborsi dalam hal
ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perbandingan sanksi
dalam konsep dualisme hukum, yaitu hukum positif dan hukum pidana
Islam. Dalam hal ini, untuk mengkaji lebih jauh penulis tertarik untuk
mengangkat masalah dalam skripsi ini dengan judul “SANKSI BAGI
TENAGA MEDIS YANG MEMBANTU MELAKUKAN TINDAKAN
ABORSI (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana

Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka ada
beberapa pertanyaan dalam penelitian yang dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk ‘tindakan bantuan yang dilakukan oleh
tenaga medis?

2. Apa faktor-faktor tenaga medis melakukan tindakan Aborsi?

3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana tenaga medis yang
membantu melakukan aborsi dalam prespektif hukum positif dan
hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan bantuan aborsi yang

dilakukan oleh tenaga medis.

®Hanafi, Azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), him. 44.



2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor tenaga medis melakukan
tindakan aborsi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana tenaga
medis yang membantu melakukan tindakan aborsi dalam prespektif
hukum positif dan hukum pidana Islam.
D. Penjelasan Istilah

Pada bagian ini penulis ingin memaparkan beberapa istilah penting
yang terdapat di dalam judul penelitian, diantara nya adalah :“sanksi”,
“tenaga medis”, “aborsi”, “hukum positif”, “hukum pidana islam”. Istilah-
istilah tersebut penting untuk dijelaskan dengan tujuan untuk menghindari
kekeliruan dalam memahami istilah tersebut, oleh sebab itu penulis
mengemukakan istilah tersebut ke dalam penjelasan diberikut ini:

1. Sanksi

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan
sebagainya). Dalam konteks hukum sanksi merupakan hukuman yang
diberikan kepada mereka yang telah melakukan melanggar aturan
aturan yang telah ditetapkan.

2. Tenaga Medis

Tenaga edis adalah adalah tenaga kesehatan yang lebih

spesipik, yang termasuk dalam kategori tenaga medis adalah dokter,

dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.
3. Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal
dari bahasa latin abortus yang berarti pengguguran kandungan atau
keguguran. Di dalam penelitian ini aborsi juga dimaksud dengan
pengguguran kandungan atau mengeluarkan janin secara paksa
sebelum tiba waktunya.

4. Hukum Positif



Hukum adalah kumpulan azas dan kaidah hukum yang tertulis
saat ini, sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus dan
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan negeri.
Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yaitu KUHP dan
UU Kesehatan No. 36 Tahun 20009.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah syari’at atau aturan-aturan yang
telah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur’an yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman untuk umat
baik itu yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan) maupun
amaliyah (perbuatan). Sedangkan hukum Islam menggunakan sumber
hukum yaitu al-Qur’an, Hadist dan figh.

E. Kajian Pustaka
Ada beberapa penelitian yang penulis dapatkan yang senada dengan
penelitian skripsi ini, akan tetapi sejauh penelusuran yang dilakukan terhadap
penelitian sebelumnya, belum ditemukan kajian yang menyentuh aspek dan
fokus yang hendak di analisis seperti yang ada di dalam penelitian ini. Hanya
saja terdapat beberapa penelitian yang relevan, diantara nya sebagai berikut:
1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Aningsih S Pane, mahasiswi program
studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019 dengan judul:
“Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat
Korban Pemerkosaan Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif™.
Hasil penelitiannya bahwa di dalam hukum Islam mengenai sanksi
yang dilakukan anak di bawah umur adalah diyat, diyat adalah
sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku. Di dalam hukum
positif anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan diberikan
sanksi pidana penjara, denda, kurungan, pelatihan Kkerja, sesuai



dengan keputusan hakim. Dalam hukum Islam anak berhak mendapat
perlindungan sesuai ketentuan yang sudah ditentukan di dalam al-
Qur’an yaitu berupa keadilan, bantuan moril dan materil dari
keluarga dan orang-orang disekitarnya. Sedangkan di dalam hukum
positif anak berhak mendapat perlindungan Undang-Undang yang
berlaku saat ini, yaitu: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 49
ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 31 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-undang No. 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Kesehatan No. 36
tentang kesehatan.

. Skripsi yang ditulis oleh Leni Marlina, mahasiswi program studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, tahun
2020 dengan judul: “Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Aborsi”. Hasil penelitiannya bahwa aborsi dalam
prespektif hukum Islam yang terdapat pada literatur figh memiliki
berbagai penafsiran. Apabila umur janin sudah mencapai 40 atau 42
hari atau sesudah ditiupkan ruh, maka di dalam Islam tindakan aborsi
tersebut diharamkan di dalam al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 33,
menjelaskan tentang melakukan aborsi. Sedangkan apabila umur
janin kurang dari 40 hari atau sebelum ditiupkan ruh, dalam hal ini
para fugaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan
aborsi. Walaupun aborsi boleh dilakukan sebelum janin berumur 40
hari atau sebelum ditiupkannya ruh, tetapi semua itu harus jelas
alasannya yaitu untuk menyelamatkan nyawa siibu dalam keadaan

darurat. Dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang
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Kesehatan Reproduksi yang membahas tentang pelegalan aborsi. Di
dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat beberapa pasal yang
membahas tentang diperbolehkannya melakukan aborsi yaitu pada
pasal 31 ayat 1 dan 2. Tindakan aborsi dapat dilakukan apabila
terdapat alasan yang jelas.

. Skripsi yang ditulis oleh Risci Anantri, mahasiswi program studi
Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
tahun 2012 dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Dalam
Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi”. Hasil penelitiannya
bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak melegalkan aborsi hal
ini jelas sebagaimana disebut di dalam KUHP dan Undang-Undang
Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
dengan tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun,
sedangkan Undang-undang Kesehatan membolehkan aborsi atas
indikasi medis, dan korban perkosaan, akan tetapi juga ada batasan-
batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan
maksimal 6 minggu setelah hari pertama terakhir haid. Berbeda
dengan tindak aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan
medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan
secara hukum. Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan
sendiri, ada juga yang menggunakan bantuan orang lain. Di dalam
hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana
disebut dengan deelneming yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan
lebih dari satu orang, satu dengan lainnya terdapat hubungan sikap
batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak
pidana tersebut.

. Jurnal yang ditulis oleh Ida Bagus Made Putra Manohara, Fakultas

Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul: “Penerapan
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Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut
Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana
dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”.
Dimuat dalam jurna Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum
Nasional. Volume 3 Nomer 1 Desember 2018. Hasil penelitian nya
bahwa di dalam sistem hukum Indonesia telah ada aturan yang
mengatur tentang aborsi, yaitu: Undang-undang Republik Indonesia
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23Tahun
2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang No. 73 Tahun 1958
tentang hukum pidana. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam pasal 75 Undang-undang
Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan aborsi.
Pengecualian melakukan tindakan aborsi diberikan hanya dalam dua
kondisi, yaitu: 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia
dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang
menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun
yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup
diluar kandungan. 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat
menyebkan trauma psikologis bagi korba perkosaan. Namun tindakan
aborsi yang diatur di dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang
Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah konseling atau
penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan
yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, selain
itu aborsi hanya dapat dilakukan: a) sebelum kehamilan berumur
enam minggu dihitung dari hari pertama hiad terakhir, kecuali dalam
hal kedaruratan medis, b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki

keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang
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ditetapkan oleh menteri, c) dengan persetujuan ibu hamil yang
bersangkutan, d) dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan e)
penyedia lanyanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan
oleh menteri. Jadi praktek yang aborsi bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi
illegal yang diatur dalam pasal 194 Undang-undang Kesehatan No.
36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 346 sampai dengan pasal
348 KUHP dan Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Hukum
Pidana.
5. Artikel yang ditulis oleh Faisol, Arif Jamaluddin Malik, dalam judul:
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu
Aborsi”. Berdasakan hasil analisi hukum pidana Islam terhadap
putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana bagi
yang membantu terjadinya tindak aborsi adalah tidak bertentangan
dengan hukum pidana Islam, karena di dalam hukum pidana Islam
hakim diberikan kewenangan yang sangat luas untuk memilih mana
diantara hukuman-hukuman tersebut yang paling sesuai bagi pelaku.
Juga dalam menetapkan jumlah besarnya hukuman dari hukuman
yang paling rendah sampai hukuman yang paling tinggi. Hal ini juga
sesuai dengan hukum yang diterima oleh pelaku yang merupakan
pelaku tidak langsung dengan hukuman ta’zir, dimulai dari besar atau
kecilnya hukuman, hakim diberi keleluasaan untuk berijtihad.
F. Metode penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan yang namanya metode
penelitian, metode penelitian digunakan untuk menentukan arah suatu
penelitian. Metode merupakan tata cara dalam melalukan suatu penelitian,

sedangkan penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai
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berbagai jenis masalah yang dalam pemecahannya memerlukan
pengumpulan data serta penafsiran fakta-fakta.
Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dan
analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan
(library research) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan
mengurai permasalahan permasalahan berdasarkan narasi ilmiah terkait
dengan objek dan fokus penelitian. Penelitian kepustakaan dimaksud,
yaitu meneliti-bahan hukum primer yang berkaitan dengan sanksi bagi
tenaga medis yang membantu melakukan tindakan aborsi menurut hukum
positif dan hukum pidana Islam.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang dibagi
ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Sumber data primer, merupakan sumber data utama yang
digunakan dan sumber data primer merupakan sumber yang
menjadi pokok acuan untuk menelaah permasalahan yang terjadi
dalam penelitian ini mengenai sanksi bagi tenaga medis yang
membantu melakukan tindak aborsi. Dalam penelitian ini
berfokus kepada dua hukum yaitu hukum positif dan hukum
pidana Islam. Sumber utama yang digunakan dalam hukum
positif yaitu KUHP dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan
di dalam hukum pidana Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis sebagai

sumber utama hukum pidana Islam.

1°Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009),
him. 13.
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b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan sumber data tambahan
untuk memperluas pembahasan mengenai penelitian ini. Sumber
data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang secara langsung
membahasa tentang hukum aborsi, di antaranya adalah karangan
Hafidz Muftisany yang berjudul: “ Fikih Muslimah praktis-
Hukum Aborsi hinggan Hukum Waxing “, dan juga beberapa
jurnal ilmiah diantaranya yang ditulis oleh Faisol, Arief
Jamaluddin Malik yang berjudul, “ ANALISIS HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU ABORSI”
karangan Asrianto Zainal yang berjudul - Tinjauan Hukum
Pidana dan Hukum Islam tentang Kejahatan Aborsi “, dan Kitab,
buku atau jurnal lainnya yang relevan mengenai penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang terdapat di dalam penelitian ini secara keseluruhan
merujuk kepada kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab figh, buku-
buku hukum dan juga jurnal-jurnal yang sesuai dengan titik fokus
penelitian yang akan dikaji, dan juga beberapa bahan pustaka lainnya
yang memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait
dengan objek masalah yang akan dikaji. Hal ini sesuai dengan
pendapat Beni bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian
hukum dapat digunakan dengan metode survey book atau library
research.
4. Analisis Data
Data-data yang telah dikumpulkan dari tiga pembahasan diatas
kemudian dinarasikan untuk mengurai masalah masalah yang menjadi

titilk fokus penelitian ini.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam proposal ini diurai kedalam tiga bab, penguraian
nya dimulai dari yang bersifat umum hingga menuju ke hal-hal yang bersifat
khsus, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas beberapa poin
penting yang disesuaikan dengan sistematika penulisan, pembahasan yang
terdapat didalam bab ini diantaranya adalah: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka,
metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep tenaga
medis, kategorikan tenaga medis di dalam hukum positif dan hukum pidana
Islam. Konsep aborsi, macam-macam aborsi, aborsi dalam pandangan
hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan dan inti permasalahan. Di
dalam bab ini penulis menjelaskan tentang fokus masalah yang diangkat.
Pada bab ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk tindakan bantuan
aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, faktor-faktor tenaga medis
melakukan tindakan aborsi dan bagaimana pertanggung jawaban pidana
tenaga medis yang membantu melakukan aborsi dalam prespektif hukum
positif dan hukum pidana Islam.

Bab empat, merupakan bab penutup, rangkuman analisa yang telah
dilakukan pada bab sebelumnya yang kemudian disusun dalam poin

kesimpulan dan saran.



BAB |1
KONSEP TENTANG TENAGA MEDIS, ABORSI DALAM HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Tenaga Medis

Medis merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Tenaga medis
merupakan sebuah profesi yang bergerak membantu masyarakat dalam
hal kesehatan. Yang termasuk kategori tenaga medis adalah, dokter,
dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. ' Profesi dokter
merupakan sebuah profesi yang sangat mulia, seorang dokter dapat
menolong begitu banyak jiwa, dan karena berkat keikhlasan, kesabaran
serta ketekunannya, sebuah negara bisa sehat dalam bentuk jasmani.

Secara gambaran umum tenaga medis atau dokter merupakan
penyelamat manusia, yang membantu menyembuhkan manusia agar dapat
kembali sehat dan melanjutkan kehidupannya. Kecanggihan teknologi dan
perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat terutama dibagian
medis atau ilmu kedokteran sehingga membuat para dokter dapat
melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Di
zaman modern ini banyak hal bisa dilakukan seperti dalam hal medis,
seseorang yang diprediksi tidak bisa hamil secara normal untuk sekarang
ini bisa diupayakan dengan metode bayi tabung dan sebagainya.

Dokter merupakan sebuah profesi yang dianggap sebagai malaikat
penyelemat jiwa manusia, melalui perantara seorang dokter manusia bisa
terselamatkan. Dimasa sekarang ini dokter yang pada umumnya
merupakan penyelamat bisa saja melakukan pembunuhan terhadap calon
manusia, tentu hal ini bukan kemauannya akan tetapi melalui

perantaranya juga banyak calon genarasi baru yang mati sebelum melihat

YZuhroni, dkk, Islam Untuk Disiplin llmu Kesehatan dan Kedokteran 2, (Figh
Kontemporel), (Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembangaan Agama Islam, 2003), him. 170.
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indahnya dunia. Melakukan pembunuhan janin atau sering disebut dengan
istilah aborsi pada dasarnya juga menyelamatkan psikis sang ibu yang
tidak menginginkan janin tersebut, akan tetapi cara yang digunakan
merupakan kesalahan fatal yaitu dengan mengungurkan janin yang belum
mampu untuk bertahan hidup diluar kandungan. Beberapa tahun ini
banyak ditemukan kasus seorang dokter yang melakukan malpraktik atau
praktik illegal dengan membuka jasa bantuan aborsi. Profesi yang pada
awalnya merupakan sebuah kemulian tapi kini berubah karena melakukan
sesuatu tindakan pembunuhan terhadap janin.

1. Terminologi Tenaga Medis

Tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan dua hal yang sangat
berbeda. Tenaga medis atau dalam bahasa inggris dikenal dengan medical
personnel adalah profesi yang memberikan pelayanan medis di rumah
sakit. Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesifik, dan
yang masuk ke dalam kategori tenaga medis yaitu: dokter, dokter
spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.*?

Di dalam tenaga kesehatan selain adanya tenaga medis atau dalam
bahasa inggris dikenal dengan medical personnel yaitu dokter, dokter
spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, selain itu juga ada yang
namanya paramedis atau dalam bahasa inggris dikenal dengan pramedic.
Pramedic yaitu profesi yang memberikan pelayanan medis pra rumah
sakit dan gawat darurat, selain itu paramedis atau pramedic juga bisa
disebut dengan profesi yang membantu tenaga medis atau medical
personnel dalam menjalankan tugasnya. Dan yang termasuk kedalam

paramedis atau pramedic adalah seperti perawat dan/atau bidan.*®

12Moh. Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medis (Yogyakarta: Liberty,2013),
him. 9.
BAntonius Sujata, Hukum Kesehatan, (Jakarta; Djambatan, 2011), him. 11.



2. Tenaga Medis dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesipik, yang
masuk dalam kategori tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter gigi,
dan dokter umum. Di dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun
2009 menyebutkan bahwa tenaga medis termasuk ke dalam tenaga
kesehatan sebelum adanya Putusan MK Nomor 82/PUU-XII1/2015
Tanggal 14 Desember 2016, dan di dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang
tenaga kesehatan, yang termasuk ke dalam Kketegori tenaga medis
sebagaimana dimaksud pada pasal 11, ayat (2), yang berbunyi:
Pasal 11 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan

“Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter,

dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis”.

Menurut hukum positif tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang
memiliki keterampilan dan kewenangan juga telah memiliki sertifikat
yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Di dalam pasal 1 angka 6
UU No 36 Tahun 2009 dijelaskan mengenai kriteria dari tenaga
kesehatan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009

(1) Orang yang mengabdikan- diri-dalam bidang kesehatan.

(2) Memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan untuk jenis tertentu.

(3) Pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidang Pendidikan yang
dimilikinya harus diperoleh  melalui Pendidikan di bidang
kesehatan untuk jenis tertentu, dan

(4) Memiliki kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.®

Di dalam pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik
kedokteran, menyebutkan mengenai  kewajiban-kewajiban dalam

14gutan Remy Sjahdeini, Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malapraktik Tenaga
Kesehatan, (Bogor, IPB Press,2020), him. 49.
15UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.



melaksanakan praktek kedokteran bagi tenaga medis yaitu dokter, dokter
gigi, dokter spesialis, dan dokter spesialis gigi, yang berbunyi:
Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
mempunyai kewajiban”:
(&) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

(b) Merujuk pasien kedokter lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan
suatu pemeriksaan dan pengobatan.

(c) Merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan
setelah pasien itu meninggal dunia.

(d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusian, kecuali bila
ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukan nya,
dan,

(e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kedokteran

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi moralitas
dalam setiap aspek dan bidang kehidupan termasuk tenaga medis atau
profesi kedokteran. Tenaga medis atau dokter merupakan sebuah profesi
yang sangat mulia di dalam Islam, selain memiliki tingkat kemulian tinggi
tenaga medis atau dokter juga menuntut tanggung jawab yang begitu
besar. Dalam mengobati seorang pasien bisa saja terjadi kekeliruan yang
dilakukan oleh seorang dokter dan hal itu akan berdampak sangat fatal
bagi pasien. Dalam menjalankan profesinya seorang tenaga medis atau
dokter harus menyusun landasan etika professional sebagai panduan.
Dalam etika professional seorang tenaga medis atau dokter harus
memiliki dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu mengutamakan

keselamatan pasien dan melindungi terhadap masyarakat profesi

%pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran.



kedoteran.!” Terdapat tiga bentuk ajaran Islam yang berkenaan dengan
kesehatan, yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan
kesehatan dirinya dan orang lain.

2. Islam menyuruh (wajib) atau menyarankan (sunnah) yang
mempunyai dampak positif, yakni mencegah penyakit dan
menyegarkan dan menyehatkan jasmani dan rohani.

3. Islam menyuruh (wajib)-orang yang sakit berobat untuk mengobati
penyakit.'8

Norma, etika atau ikatan moral merupakan hal yang sangat dijunjung
di dalam syari’at Islam. Dan Islam juga merupakan agama yang sangat
memperhatikan kesehatan dan tenaga medis atau kedokteran, karena
tujuan agama Islam salah satunya adalah memelihara jiwa (hifzun-nafs).
Al-Qur’an dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam, dan di
dalamnya juga banyak terdapat ayat atau hadist nabi Muhammad SAW
yang menjelaskan tentang kesehatan atau memlihara diri, diantaranya
dalam Q.S al-Bagarah ayat (195):

Artinya “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah swt dan
janganlah kammu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan- berbuat' baiklah. Sesungguhnya Allah
SWT menyukai orang yang berbuat baik”.

Dalam Islam tenaga medis atau dokter merupakan satu dari sekian
banyak sejarah peradaban yang begitu terkenal akan ilmu dan karya pada
masanya, ilmuan bernama Ehsan Masood di dalam buku nya, science in
Islam, ia menyebutkan bahwa ilmu kedokteran merupakan bidang sains

yang sangat produktif pada masa awal Islam. Pada masa hidupnya

M. Hidayat Nur Wahid dan Ali Yafie, Fikih Aktual, (Jakarta: Gema Insani Pres),
him. 194.

BMasifuk Zuhdi, Masailul Fighiyah, (Jakarta: CV Haji Masangung, 1994), him.
191



Rasulullah SAW, medis dan kesehatan merupakan salah satu aspek
penting yang menjadi perhatian, dan inilah yang mendasari pencapain
yang begitu besar dalam ilmu kedokteran. Dan juga terdapat banyak ayat
al-qur’an dan hadist yang berkaitan dengan persoalan kesehatan.*®

Pada masa perjuangan, banyak tenaga medis yang membantu
merawat para korban perang dan bahkan diantaranya dari kalangan
muslimah tangguh yang dengan sukarela membantu merawat para korban.
Rufaydah binti Sa’ad atau lebih dikenal sebagai Rufaydah al-Aslamiyyah
dianggap sebagai tenaga medis pertama dalam sejarah Islam yaitu pada
zaman Rasullah SAW, beliau merupakan tenaga medis pertama yang
merawat orang-orang yang terluka dan sekarat dalam perang Badar
bersama Rasulullah saw. %

Sedangkan menurut hukum Islam tenaga medis merupakan
keseluruhan dari tenaga kesehatan yang mempunyai keterampilan.
Menurut hukum Islam tenaga medis yang telah mempunyai keterampilan
baik itu yang telah memiliki kewenangan legal atau yang tidak memiliki
kewenangan secara legal dalam menjalankan profesi nya seperti para
tabib atau juru obat tradisional tetap dianggap sebagai tenaga medis. Hal
ini didasari pada masa Rasulullah SAW, seseorang yang mempunyai
keterampilan 'yang mempuni di bidang medis akan dianggap sebagai
tenaga medis tanpa perlu memiliki kewenangan resmi dari pemerintah
pada saat itu, dan apabila mereka melakukan kesalahan dalam
menjalankan proses pengobatan maka tetap akan dihukum sesuai dengan
kesalahan yang diperbuat jika memang terbukti disengaja.?

PAl-Mansuri, Prinsip-Prinsip Kedokteran Islam, (Jakarta: Pustaka Medika, 2010),
him. 5.

Dbid., him. 20.

ZMuhammad Nu’aim Yasinn, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka A-
kautsar,2001), him. 26.



B. Konsep Aborsi

Aborsi merupakan upaya mengeluarkan janin sebelum tiba waktu
alamiyahnya.?? Di Indonesia aborsi merupakan tindak pidana jika
dilakukan bukan karena kedaruratan medis. Dalam upaya melakukan
aborsi pelaku tidak bisa melakukannya dengan sendiri, dalam proses
aborsi pelaku akan dibantu oleh pihak kedua baik itu secara langsung atau
tidak secara langsung seperti menggunakan ramuan atau obat-obatan yang
dibuat oleh pihak kedua.

Sekarang ini banyak pelaku aborsi yang melakukan tindakan aborsi
dibantu oleh tenaga medis yaitu dokter. Di Indonesia tindakan aborsi
setiap tahunnya terus meningkat, jika dikalkulasikan, di Indonesia setiap
tahunnya pelaku aborsi mencapai 3 (tiga) juta lebih. Dari riset penelitian
yang dilakukan oleh sebuah lembaga mengungkapkan bahwa salah satu
penyebab tertinggi dilakukannya aborsi dikarenakan hamil diluar nikah
yang terjadi pada remaja dan hamil “hasil hubungan gelap atau
perselingkuhan.?

Remaja merupakan genarasi emas yang kelak akan meneruskan
peradaban sebuah negara dan dunia, di zaman yang begitu pesat akan
teknologi dan pergaulan bebas yang semakin marak sehingga membuat
banyak remaja melakukan hubungan intim diluar nikah sehingga
membuahkan hasil yaitu janin. Hasil yang mereka dapati dari pergaulan
bebas yaitu hamil diluar nikah dan dengan mental yang belum siap
sehingga membuat mereka gelap mata dan melakukan tindakan aborsi
tanpa lebih dulu memikirkan kosekuensi atau akibat dari aborsi yang

mereka lakukan. Di Indonesia banyak terjadi remaja yang melakukan

2Mufliha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD):
Kontestasi antara Pro-Choice”, Analisis Jurnal Ke Islaman, No. 15, (1 Juni 2015), him. 44.

ZKurnia Rahma Daniaty, “Tinjaun Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus
Provocatus Kriminalis”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2012), hlm 23.



aborsi dan pada pasca tindakan aborsi berhasil banyak diantara mereka
melakukan bunuh diri, bunuh diri merupakan dampak psikologis yang
mereka terima akibat dari tindakan aborsi.

1. Terminologi Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa latin yaitu abortus, yang dalam bahasa
bahasa Inggris disebut dengan abortion, yang berarti pengguguran
kandungan dan/atau keguguran.?* Di dalam literatur fikih aborsi berasal
dari bahasa Arab yaitu al-ijhag yang merupakan Masdar dari ajhada dan
juga terdapat istilah 1ain yang bisa disebut dengan isgar al- rml, kedua
istilah tersebut mempunyai makna yang sama yaitu perempuan yang
melahirkan secara paksa sebelum sempurnah ciptaannya atau bisa juga
disebut dengan perempuan yang melahirkan secara paksa sebelum tiba
waktu alamiahnya.?®

Menurut ahli Fikih makna gugur tidak terlepas dari makna bahasa,
yaitu menjatuhkan (isqas), membuang (rarh), melempar (ilgaa’) dan
melahirkan dalam keadaan mati (imlaas).?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Aborsi adalah
terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan
keempat dari kehamilan atau pengguguran janin atau embrio setelah
melebihi masa dua bulan kehamilan.?’

Ahli medis di dalam mendefinisikan aborsi sedikit terdapat
perbedaan antara lain:

1. Wignjosastro, aborsi adalah dihentikannya (dimatikan) dan

dikeluarkan janin sebelum sampai usia 20 minggu (dihitung mulai

24 Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Jakarta: Kompas, 2006), him. 32.

BMuhammad Nu’aim Yasinn, Fikih Kedokteran, (Jakarta; Kencana, 2014), him.
45.

BAisyah “Aborsi: pengertian, jenis dan Tinjauan Hukum Gugur Kandungan”,
Jurnal Studi Keislaman, VVol.15, No 1, (2015) http://eprints.radenfatah.ac.id

2’Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1996), him. 2.
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dari hari pertama haid terakhir). Umumnya aborsi terjadi sebelum
janin mencapai usia tiga bulan.

2. Sardikin Ginaputra (fakultas Kedokteran Ul), aborsi adalah
mengakhiri kehamilan, atau konsepsi sebelum tiba waktunya janin
dapat hidup diluar kandungan.

3. Prof. Dr. Sockidjo Notoatmodjo di dalam buku nya “Etika dan
Hukum Kesehatan” beliau memberi definisi bahwa aborsi sebagai
keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan
seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi
buatan dan spontan.?®

Dari definisi aborsi yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas,
terdapat redaksi yang berbeda akan tetapi subtansi dari definisi tersebut
memiliki kesamaan yakni aborsi merupakan penghentian, pengakhiran,
dan pengeluaran janin yang sudah terkonsepsi sebelum tiba waktunya.

2. Macam-Macam Aborsi

Dalam dunia medis terdapat banyak sekali istilah yang di gunakan
dalam menelaah aborsi. Beberapa istilah tersebut menjadi tumpang tindih
antara yang satu dengan yang lainnya, dan terdapat juga istilah untuk
menghaluskan (euphemism) istilah aborsi yang memang sengaja untuk
diciptakan. %°

Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh Kusmaryanto dalam
bukunya “Kontroversi Aborsi”, diantara nya:

a. Aborsi /pengguguran /procured abortion /abortus provocatus

/induced abortion.
Di dalam dunia medis aborsi adalah penghentian atau

pengeluaran janin dari dalam rahim sebelum janin tersebut bisa hidup

83pekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka
Cipta,2010), him. 135.
2% Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi, (Jakarta: PT Gasindo,2002), him.11.



di luar kandungan (viability). Pada umumnya umur janin bisa hidup
di luar kandungan, yaitu ketika janin tersebut sudah mencapai umur
20 minggu, tetapi ada juga yang memberi batas yaitu 24 minggu.
Aborsi merupakan pengeluaran janin yang belum mencapai umur di
atas 20/24 minggu, jika janin dikeluarkan di atas umur 20/24 minggu
atau seperti umur 7 bulan ini disebut dengan istilah immature,
sedangkan 7-9 bulan disebut dengan istilah premature, dan 9 bulan
atau lebih disebut dengan mature.

Pengeluaran dalam makna medis dimaksud dengan
dikeluarkannya janin secara sengaja dengan campur tangan manusia,
baik melalui alat atau dengan obat-obatan atau melalui cara lainnya.
Aborsi jenis ini dinamai dengan ‘“procured abortion” atau abortus
provocatus atau aborsi yang disengaja.

Dalam istilah moral aborsi adalah pengeluaran janin secara
sengaja baik itu sebelum atau sesudah janin bisa hidup diluar
kandungan dan mengakibatkan kematian, terjadi sejak pembuahan
sampai pada kelahiran.*

b. Keguguran (miscarriage)

Keguguran adalah terhentinya kehamilan sebelum janin bisa
hidup diluar kandungan dan tanpa campur tangan manusia. Secara
natural, terdapat 30-50% dari jumlah sel telur yang dibuahi (zygot)
akan mengalami keguguran oleh berbagai macam sebab alamiah
yang terjadi. Keguguran merupakan aborsi spontan. Keguguran
tidak menjadi masalah di dalam bidang moral dan hukum karena
penyebab terjadinya kematian janin tidak karena campur tangan
manusia, dan keguguran juga merupakan suatu hal yang tidak

dikehendaki terjadi, jika terhentinya janin tersebut setelah janin bisa

%Ibid., him. 136.



hidup diluar kandungan maka tidak disebut keguguran melainkan
kelahiran premature.3!
c. Aborsi therapeutic/medicinalis

Aborsi therapeutic adalah dihentikannya kehamilan dengan
indikasi medis dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu si
janin, atau untuk menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada
kesehatan/tubuh yang tak bisa dikembalikan (irreversible) lagi.
Dalam hal ini terjadi konflik hak antara berbagai pihak, yaitu: hak
hidup janin yang berada di dalam kandungan, hak hidup ibu, dan
hak anak-anak lain (kalau sudah ada) untuk mempunyai ibu. Dalam
pelaksanaan aborsi therapeutic terdapat keadaan yang sulit dan
dilematis, yang memaksa harus memilih satu diantara hak hidup
yang tinggi nilainya, oleh karena itu sebelum ditindak lanjuti maka
perlu dicermati kembali apakah memang nyawa sang ibu hanya bisa
diselamati dengan dihentikannya kehamilan atau aborsi.

d. Aborsi criminalis

Aborsi criminalis merupakan penghentian kehamilan sebelum
janin bisa hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan selain
therapeutic, dan aborsi jenis ini dilarang di dalam hukum. Larangan
mengenai aborsi criminalis antara satu negara dan negara lainnya
berbeda, di beberapa negara aborsi yang dilakukan sebelum usia
tiga bulan tidak dilarang, akan tetapi di Indonesia semua bentuk
aborsi dan berapapun usianya jika tidak karena indikasi medis
(therapeutic) adalah kriminal dan dilarang.?

#bid., him. 137.
#|bid., him. 138.



e. Aborsi eugenetik
Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk
menghindari sang janin terlahir cacat atau bayi yang mempunyai
penyakit genetik. Eugenetik merupakan ideology yang diterapkan
untuk mendapatkan keturunan yang unggul/baik saja. Dalam hal etika
eugenetik merupakan suatu permasalahan besar, di sebabkan tindakan
ini sehingga orang-orang cacat, baik cacat fisik maupun mental, orang
sakit, jompo, dan lainnya tidak berhak untuk hidup dan harus dibunuh.
Akan tetapi jika hal ini diterapakan kepada tumbuhan dan hewan maka
tidak ada permasalahan.
f. Aborsi langsung dan tak langsung
Aborsi langsung merupakan tindakan (intervensi medis) yang
tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam
kandungan sang ibu. Aborsi tak langsung merupakan tindakan
(intervensi medis) yang mengakibatkan terjadinya aborsi, akan
tetapi aborsi bukan merupakan tujuannya. Contohnya, seorang ibu
hamil diketahui mempunyai penyakit kanker rahim ganas dan sudah
menjalar kebagian tubuh lainnya dan kemungkinan besar
menyebabkan kematian, oleh karena itu dokter melakukan
intervensi medis dan melakukan pengangkatan rahim, karena janin
tersebut berada di dalam rahim maka janin tersebut ikut terangkat
dan menyebabkan kematian.*
g. Selective aborsi
Selective merupakan penghentian kehamilan karena janin
yang dikandung tidak memenuhi atau tidak seseuai dengan kriteria
yang diinginkan. Contohnya ada orang tua yang menghendaki anak

perempuan dan ketika diketahui bahwa janin berjenis kelamin laki-

#Ibid., him. 139.



laki maka kandungannya tersebut digugurkan. Ada juga yang
eugenic kriteria, contohnya janinnya cacat dan/atau mempunyai
penyakit genetik tertentu.

Pada umum nya selective aborsi dilakukan setelah sang ibu
melakukan “prenatal diagnosis” yaitu diagnosa janin ketika masih
di dalam kandungan, pada umumnya tujuan prenatal diagnosi cukup
baik yaitu untuk mendeteksi kelainan pada janin sejak masih di
dalam kandungan sehingga bisa dilakukan pencengahan dini, hanya
saja kemampuan untuk tindakan ini masih sangat terbatas dan
memerlukan biaya yang tidak sedikit.

i. Embryo reduction (pengguguran embrio)

Dalam melakukan pembuahan artificial (IVF) cukup banyak
terjadi yang mengalami kelebihan janin. Dalam prosesnya, wanita
menjalani perawatan kesuburan yang dirangsang dengan hormon
kesuburan, sehingga dalam waktu yang bersamaan keluar sekitar
enam ovum yang siap untuk dibuahi. Meskipun semua ovum
dibuahi, biasanya tidak semuanya dimasukan kedalam rahim, yang
dimasukkan ke dalam rahim antara 3-6 buah. Hal ini dimaksud
untuk memperbesar kemungkinan hamil. Akan tetapi cukup banyak
kasus terjadi lebih dari dua janin yang berkembang bersama-sama,
jika terjadi demikian, maka biasanya dokter akan menganjurkan
untuk menggugurkan beberapa janin dan menyisakan satu atau dua
janin, sebab jika terlalu banyak akan menghambat perkembangan
janin bahkan tidak sehat perkembangannya. Aborsi jenin ini disebut

dengan pengguguran embrio (embryo reduction).®*

#Ibid., him. 140.



j. Partial brith abortion

Partial brith abortion adalah istilah politis/hukum yang dalam
istilah medis dikenal dengan nama intact dilation and extraction
(D&X). Cara ini pertama-tama dilakukan dengan memberikan obat
perangsang kepada wanita hamil agar cervix (leher Rahim) secara
premature. Tindakan selanjutnya dokter memutar posisis bayi
sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya, lalu bayi
tersebut ditarik keluar menggunakan alat khusus tetapi tidak
seluruhnya, agar kepala bayi tetap berada didalam tubuh ibunya.
Ketika kepala masih di dalam dokter menusuk kepala bayi dengan
alat tajam, dan menghisap otak bayi sehingga menyebabkan
kematian, sesudah bayi mati baru dikeluarkan semuanya. Proses
semacam ini dilakukan untuk menghindari proses hukum, sebab jika
bayi itu dibunuh setelah lahir maka pelaku nya akan terjerat proses
hukum.

Cara ini dilakukan ketika janin sudah mencapai usia 20
minggu keatas sehingga sudah cukup kuat untuk digugurkan dengan
obat-obatan dan tanpa menyebabkan efek buruk yang serius bagi
ibunya. Dan hal ini tidak lagi digolongkan ke dalam aborsi
melainkan pembunuhan bayi.

Partial brith abortion ini sah di beberapa negara bagian
Amerika dan di beberapa negara lainnya. Menurut data yang
dikelurkan oleh wasley J Smith dalam bukunya Culture of death,
(2000) menunjukkan bahwa di Amerika setiap tahunnya melakukan
partial brith abortion sebanyak 300-500 kasus. Kebanyakan janin
yang digugurkan adalah yang sehat dan masih hidup ketika proses

dilakukan, dan janin tidak mengancam nyawa atau kesehatan sang



ibu, 80% merupakan pilihan bukan atas indikasi medis, dan dinilai
cara ini merupakan pilihan yang paling cocok.
Dalam figh ada tiga istilah yang dapat dikategorikan ke dalam
pengertian aborsi. Ketiga istilah tersebut adalah:
1. Isgaz al haml
Isgath al haml adalah gugurnya janin dari perut ibunya atau
gugurnya sesuatu dari perut ibunya (perempuan).
2. Al-ijhad
Al-ijhadh adalah gugurnya anak yang belum sempurna
wujudnya.
3. Al-imslah
Al-imslah adalah janin yang lahir dan mati, baik itu sengaja
maupun tidak sengaja. Dalam beberapa literatur yang sering
digunakan adalah isgath al haml, istilah ini yang paling mendekati
atau paling sesuai dengan pengertian aborsi menurut ahli
kedokteran. Perlu dicatat bahwa yang dinamakan aborsi adalah
pengguguran yang dilakukan secara sengaja dan adanya unsur
campur tangan manusia baik itu melalui alat-alat mekanik atau
melalui obat-obatan, atau melalui cara lainnya. °
3. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Positif
Aborsi merupakan suatu tindakan pengguguran yang dilakukan
secara sengaja, di Indonesia tindakan aborsi sangat dilarang dan termasuk
ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa dan bab kejahatan terhadap
kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.®’ Indonesia
bukan satu-satunya negara yang melarang keras tindakan aborsi, beberapa

negara lainnya juga melarang tindakan tersebut, akan tetapi terdapat

1bid., him. 141.
3%Muhammad Nu’aim Yasinn, Fikih Kedokteran, him. 47.
$’"KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).



perbedaan mengenai jenis aborsi yang dilarang. Kasus mengenai aborsi
terus meningkat setiap tahunnya di berbagai belahan negara dan begitu
juga dengan Indonesia, di Indonesia kasus mengenai aborsi terus
meningkat meskipun secara hukum aborsi dilarang akan tetapi banyak
wanita yang melakukan aborsi dengan berbagai jenis alasan. Di dalam
hukum positif terdapat dua jenis aborsi yaitu, pengguguran disengaja dan
pengguguran tanpa disengaja. Pengguguran tanpa disengaja adalah
pengguguran yang terjadi tanpa unsur kesengajaan dan tanpa unsur
campur tangan manusia. Sedangkan pengguguran yang disengaja
merupakan gugurnya janin karena unsur kesengajaan dan adanya campur
tangan manusia. Pengguguran sengaja terbagi menjadi dua yaitu:

a. Aborsi articialis therapicus

Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan
secara sengaja dengan indikasi medis dengan tujuan untuk
menyelamatkan nyawa sang ibu yang terancam bila kehamilan tetap
dipertahankan.

b. Aborsi provocatus criminalis

Aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang secara
sengaja dan adanya campur tangan manusia akan tetapi tanpa dasar
indikasi medis. Aborsi ini adalah aborsi yang sengaja dilakukan untuk
meniadakan janin karena berbagai macam alasan.

Indonesia merupakan negara hukum vyang telah mengatur dan
melarang aborsi secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Aborsi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
termasuk ke dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan yang termuat di

dalam pasal 299, yang berbunnyi:



Pasal 299

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang Wanita atau
menyuruh supaya diobati, dengan diberitahu atau ditimbulkan
harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat
digugurkan, diancam dengan pidana paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau
kebiasaan atau jika dia seorang tabib, juru obat, pidana nya
dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang Dbersalah melakukan kejahatan tersebut dalam
menjalankan  pencariannya, dapat dipecat haknya dalam
menjalankan pencarian itu.

Dan juga termasuk ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa
yang termuat di dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 yang berbunyi:
Pasal 346

“seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

“Jika seorang bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan
berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan



salah satu kejahatan yang diterapkan dalam pasal 347 dan 348, maka
pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan
sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian
dalam mana kejahatan dilakukan.®

Pada dasarnya aborsi merupakan tindakan yang jelas dilarang oleh

Undang-Undang. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 36
Tahun 2009 pada pasal 75 terdapat pengecualian, yang berbunyi:
Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang
menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun
yang tidak dapat diperbaiki sehingga meyulitkan bayi tersebut
hidup diluar kandunga, atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tidakan sebagaimana yang dapat dilakukan pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan setelah melalui  konseling dan/atau penasihatan pra
tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratn medis dan
perkosaan, sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan peraturan pemerintah.

Di dalam pasal 75 ayat 2 disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan

jika memenuhi beberapa ketentuan yang menjadi dasar pokok dan tidak
boleh melanggar ketentuan yang terdapat di dalam KUHP dan aturan
khusus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aborsi yang dibenarkan
untuk dilakukan menurut ketentuan yang sudah ditetapkan adalah aborsi
yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan kesehatan
terhadap nyawa sang ibu. Kebolehan melakukan aborsi ini dipertegas
kembali di dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun
2009, yang berbunyi:

3Himpunan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Permata pres.



Pasal 76

“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. sebelum kehamilan berumur enam (6) minggu dihitung dari hari
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan
yang memiliki sertifikat yeng ditetapkan oleh Menteri;

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan,

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang telah
ditetapkan oleh Menteri.3®
Aborsi yang termasuk ke dalam Kklasifikasi kriminal (Abortus

Provocatus Criminalistis) yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan
oleh Undang-Undang dan telah diatur di dalam KUHP pasal 346, 347,
348, dan 349. Aborsi jenis ini adalah aborsi yang sangat dilarang keras
jika tanpa ada unsur indikasi medis, contohnya, ada seorang remaja hamil
akibat pergaulan yang terlalu bebas dan juga belum memiliki suami dan
bermaksud melakukan aborsi karena tidak ingin diketahui teman-
temannya dan/atau orang sekitarnya, aborsi seperti inilah yang tidak
dibenarkan di dalam KUHP dan/atau UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009
dan termasuk kedalam klasifikasi- kriminal (Abortus Provocatus
Criminalistis).

4. Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam
Aborsi adalah berakhirya kehamilan dapat terjadi secara spontan

akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau
mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Menggugurkan

kandungan dalam bahasa arab disebut dengan ljhaadh, dan merupakan

%Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TENTANG
KESEHATAN.



bentuk masdar dari ajhadha yang artinya wanita yang melahirkan
anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.*°

Sedangkan makna menggugurkan menurut fugaha tidak keluar jauh
dari makna lughawiyahnya, tetapi ada beberapa yang mengungkapkan
istilah ini dengan istilah Isqath (menjatuhkan) Tharh (membuang) llga’
(melempar) Imlaash (melahirkan dalam keadaan mati).**

Dalam pembahasan ini, pengertian pengguguran kandungan dibatasi
pada lahirnya janin atau umur janin karena dipaksa oleh ibunya atau
dipaksa oleh orang lain atas permintaan dan kerelaan. Mengenai hukum
menggugurkan  kandungan ini tidak ada nash secara langsung
menyebutkannya, baik alqur’an maupun hadits. Sedangkan yang
dijelaskan dalam kitab Allah SWT adalah tentang haramnya membunuh
orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya
dengan hukuman yang abadi dineraka jahanam*2. Allah SWT berfirman:
Q.S an-Nisa; 93
Artinya “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan

sengaja maka balasannya ialah jahanam dan ia kekal di
dalamnya Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta
menyediakan azab yang besar baginya”. (An-Nisa’: 93).

Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur tatanan kehidupan
dengan sangat kompleks. Pada dasarnya hukum Islam memang melarang
keras dilakukanya tindakan aborsi dengan pengecualian jika tanpa uzur.
Di dalam Islam aborsi boleh di lakukan jika terdapat uzur yang sangat

darurat, seperti untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Sebagaimana

40Tim penulis, Aborsi Dalam Presfektif Figh Kontemporel, (Jakarta: Balai Penerbit
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), him. 45.

“Arjatmo Tjokronegoro, Aborsi Dalam Figh Kontemporel, (Jakarta: Balai penerbit
FKUI,2002), him. 76.

42Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,
2004), him. 87.



kaidah figh menjelaskan tentang suatu perbuatan yang dilarang oleh

syara’ boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

“Dalam keadaan darurat suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ boleh
dilakukan™*3

Redaksi dari kaidah figh diatas adalah, bahwa segala sesuatu yang
hukum asalnya dilarang bisa dilakukan jika terdapat uzur atau kedaruratan
atau kemudharatan, dengan kata lain uzur atau kedaruratan atau
kemudharan yang terjadi mengharuskan dilakukannya suatu upaya untuk
keselamatan, dengan mengunakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan
oleh syara’

“Sebab jika ia tidak melakukannya, pasien akan meninggal dunia atau
dapat membahayakan ”.*

Redaksi mengenai kaidah figh di atas adalah seorang tenaga medis
atau dokter boleh melakukan aborsi untuk upaya penyelamatan terhadap
nyawa ibu hamil. Diluarkan konteks tersebut hukum Islam melarang keras
tindakan aborsi dan bagi siapa saja yang melakukan akan dikenakan

sanksi sesuai yang telah tersebut di dalam hukum pidana Islam.*®

BMasifuk Zuhdi, Masilul Fighiyyah (Jakarta: CV Haji Masangung, 1994), him. 191.
4bid., him. 191
4 Ipid., hIm. 198.



BAB TIGA
SANKSI BAGI TENAGA MEDIS YANG MEMBANTU
MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI DALAM HUKUM
PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

. Bentuk-bentuk Tindakan Bantuan Aborsi yang Dilakukan oleh
Tenaga Medis.

Indonesia merupakan negara yang tidak melegalkan aborsi. Peraturan
mengenai aborsi dan sanksi bagi yang melakukan tindakan terlarang
tersebut juga telah dicatumkan di dalam KUHP, dan juga terdapat di
dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 196. Dilarangnya aborsi
hal ini didasari akibat dari dampak aborsi yang sangat berbahaya bagi
pelaku. Selain itu, aborsi juga merupakan perbuatan terlarang karena
membunuh jiwa yang tak berdosa. Banyaknya kasus aborsi yang terus
meningkat hal ini juga dipicu oleh pergaulan yang begitu bebas terutama
dikalangan remaja, sehingga menghasilkan janin yang tidak diinginkan
oleh pelaku dan pada akhirnya tindakan aborsi menjadi satu satunya cara
untuk menggugurkan janin tersebut.

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam budaya ras dan
juga agama. Islam merupakan salah satu agama yang diakui dinegara ini.
Mayoritas dari masyarakat Indonesia beragama Islam. Larangan
mengenai aborsi tidak hanya terdapat di dalam hukum negara saja. Dalam
hukum Islam aborsi juga dilarang untuk dilakukan. Di dalam Islam aborsi
juga dikategorikan ke dalam pembunuhan dan merusak tatanan kehidupan
yang telah dianugrahkan oleh Allah SWT.*¢ Dalam al-Qur’an Allah SWT

46Menurut konteks Islam, janin (anak dalam kandungan), oleh sebab itu melakukan

pengguguran terhadap jani didalam kandungan merupakan suatu pelanggaran, terlebih jika
tidak mempunyai alasan yang sah yang dikuatkan oleh tim medis. Dewani Ramli “Aborsi
dalam Prespektif Hukum Postif dan Hukum Islam”. Jurnal al-adalah X No.2 (juli 2011):
him.159.
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telah menjelaskan betapa mulianya seorang manusia sebagai mana firman
Allah dalam QS al-Isra’ ayat 70 yang artinya “Dan sesungguhnya telah
Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka dari daratan dan
lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang
telah Kami ciptakan”.

Dalam melakukan aborsi terdapat beberapa bentuk upaya bantuan
yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter dalam membantu
pasiennya, diataranya:

1. Menggunakan alat medis
Menggunakan alat medis merupakan bentuk bantuan yang paling
aman yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya dalam melakukan
aborsi, untuk zaman sekarang bentuk bantuan seperti ini sudah banyak
dilakukan oleh dokter dalam melakukan aborsi.
2. Menggunakan ramuan atau obat-obatan
Mengunakan ramuan atau obat-obatan juga merupakan salah satu
bentuk ~bantuan yang dilakukan oleh medis atau dokter dalam
membantu melancarkan proses aborsi, bentuk bantuan ini adalah
bentuk bantuan yang diberikan tidak secara langsung.*’

Larangan dan sanksi mengenai aborsi tidak hanya berlaku untuk
pelaku akan tetapi juga terhadap siapa saja yang turut serta membantu
pelaku dalam melakukan aborsi. Aborsi pada dasarnya memang dilarang
di Indonesia hal ini jelas telah dicantumkan di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jika diteliti kembali terdapat
adanya kebolehan untuk melakukan tindakan tersebut, kebolehan ini
dicantumkan di dalam Undang-Undang Kesehatan No0.36 Tahun 2009
pasal 75.

47Ratna Suprapti Sami, Etika Kedokteran Indonesia, him. 35



» Dalam hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan

Indonesia merupakan negara hukum, dan mengikat semua
tatanan kehidupan termasuk kesehatan di dalam hukum, baik itu
hukum negara dan hukum agama. Dan begitu juga dengan aborsi,
larangan mengenai aborsi dibukukan di dalam hukum tidak hanya
didasari pada perbuatannya yaitu menghancurkan tatanan kehidupan
manusia dengan menggugurkan janin yang kelak akan menjadi
manusia atau menjadi genarasi baru bagi peradaban manusia. Larangan
mengenai aborsi juga didasarkan atas landasan kesehatan, aborsi
merupakan proses pengeluaran janin yang belum siap untuk hidup
diluar rahim, pada umumnya proses ini sangat berdampak negatif bagi
kesehatan sang ibu. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan aborsi
tidak hanya berdampak bagi kesehatan saja, tetapi juga berdampak
pada psikologis sang ibu bahkan bisa berakibat fatal terhadap nyawa
sang ibu.

Diantara dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan adalah seperti
sakit perut dan kram, mual, muntah, diare, dan keluar bercak darah,
dampak ini merupakan dampak ringan yang akan dialami oleh pelaku
pasca tindakan aborsi, dan juga merupakan dampak yang pasti akan
terjadi terhadap pelaku pasca tindakan. Selain dampak ringan yang
memang akan dialami oleh setiap pelaku pasca tindakan, dan juga
terdapat dampak yang lebih besar, yang kemungkinan besar juga akan

dialami oleh pelaku pasca tindakan diantara nya adalah:*8

48Kartono Muhammad, Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap
Biotika, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), him. 70.



1. Pendarahan hebat
Pendarahan hebat merupakan dampak dari tindakan aborsi
yang sangat berbahaya terhadap kesehatan. Dampak ini sangat
umum terjadi terhadap pelaku pasca tindakan abosrsi. Pendarahan
biasanya disertai dengan demam tinggi, dan gumpalan darah sebesar
bola golf. Jika kondisi ini terus terjadi sampai 2x12 jam dan atau
lebih, bisa berakibat fatal dan menimbulkan komplikasi dan juga
bisa mengakibatkan kematian.
2. Infeksi
Infeksi juga menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan
pasca tindakan aborsi. Infeksi umumnya bisa berlangsung sampai
tiga hari dan atau bahkan bisa lebih dari itu. Infeksi terjadi akibat
dari leher rahim vyang dipaksa melebar. Pelebaran tersebut
memudahkan bakteri dari luar masuk ke dalam tubuh. Infeksi yang
biasa terjadi pada rahim yaitu dibagian saluran tuba dan panggul.
Terjadinya infeksi pada umunya ditandai dengan beberapa gejala
yang menyerupai penyakit lainnya. Beberapa gejala tersebut
meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, pusing, atau tidak
enak badan. Dan pada beberapa kasus gejala infeksi yang
ditimbulkan pasca tindakan aborsi pada beberapa pengidap, vagina
mengeluarkan cairan berbau tidak normal.*°
3. Sepsis
Sepsis merupakan kasus lanjutan dari infeksi, yang lumrah
terjadi pada pelaku pasca tidakan aborsi. Kondisi ini terjadi saat
infeksi bakteri masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke
seluruh tubuh. Saat kondisi semakin parah, tekanan darah dalam

tubuh akan menurun drastis, dan memicu syok sepsis. Syok sepsis

“Ibid, him. 71.



biasanya terjadi saat sisa potongan jaringan kehamilan masih
tertinggal dalam rahim. Kondisi tersebut ditandai dengan gejala,
seperti:

Demam tinggi.

Nyeri perut parah.

Pendarahan hebat.

Kebingungan.

Gelisah.

Gemetar dan menggigil.

V V V V V V V

Tekanan darah rendah.
» Jantung berdetak cepat dan sulit bernapas.
4. Kerusakan Rahim

Kerusakan rahim diantaranya meliputi kerusakan leher rahim,
terdapat lubang pada rahim, dan luka robekan pada rahim.
Kebiasaannya kondisi tersebut tidak terdiagnosis. Kondisi seperti ini
baru akan terlihat Ketika melakukan pemeriksaan Visualisasi
Laparoskopi.

5. Infeksi Peradangan Panggul (P1D)

Infeksi peradangan panggul (PID) dapat meningkatkan resiko
kehamilan ektopik dan mengurangi kesuburan perempuan di
kemudian hari. Infeksi ini tidak hanya berakibat terhadap kesuburan
akan tetapi infeksi ini berakibat hilang nya nyawa. Dampak dari
infeksi peradangan panggul (PID) biasanya terjadi empat minggu
setelah aborsi pada trimeter pertama.>°

6. Risiko Kanker
Karena leher Rahim yang robek dan rusak bisa meningkatkan

risiko kanker serviks. Dan Adapun risiko kanker lainnya seperti

% 1bid., him. 72.



kanker payudara, kanker indung telur dan hati, besar kemungkinan

juga akan terjadi komplikasi.

7. Endometritis

Endometritis merupakan peradangan, yaitu peradangan yang

terjadi pada lapisan rahim akibat infeksi. Dampak ini merupakan

dampak umum yang biasa nya terjadi pada remaja. Jika tidak diatasi

segera bisa mengakibatkan infeksi komplikasi pada bagian organ

reproduksi, masalah kebusuran dan gangguan kesehatan lainnya®?.

Selain dampak terhadap kesehatan yang kemungkinan besar akan

dialami oleh semua pelaku pasca tindakan aborsi. Dan juga terdapat

dampak psikologis yang berpeluang besar menyerang mental para pelaku

pasca dilakukan nya tindakan aborsi, diantaranya:

>

vV V.Y V V V VYV V

>

Kecemasan tinggi.

Trauma melihat tanggal aborsi.

Keinginan untuk tidak hamil.

Ingin bunuh diri.

Emosi yang tidak stabil.

Gangguan aktivitas.

Menggunakan obat terlarang.

Tidak bisa menikmati hubungan intim Kembali.
Rasa bersalah.

Malu.52

Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya melarang tindakan
aborsi, di dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dalam pasal 75 ayat

(2), bahwa larangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dapat

dikecualikan berdasarkan

51 Ratna Suprapti Sami, Etika Kedokteran Indonesia, him. 73.
S2https://dosenpsikologi.com.
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a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin,
yang menderita penyakit genetic berat, dan/atau cacat bawaan,
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi
tersebut hidup diluar kandungan atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologis bagi korban perkosaan.>

Indonesia memboleh dilakukannyan aborsi sebagai mana telah
disebut pada pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.
Kebolehan dilakukannya aborsi hanya karena dua faktor saja, diantaranya:

> Faktor  dibolenhkan melakukan aborsi menurut hukum positif,
diantaranya:
a. Kedaruratan Medis
Tindakan aborsi boleh dilakukan apabila janin tersebut
mengancam kesehatan atau bahkan nyawa sang ibu. Melakukan
aborsi demi menyelamatkan nyawa sang ibu dibolehkan untuk
dilakukan, hal ini sesuai dengan pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan
No. 36 Tahun 2009. Dalam upaya menyelamatkan nyawa sang ibu

diperboleh melakukan tindakan aborsi dan harus dilakukan oleh

tenaga medis yang telah memiliki keterampilan dan kewenangan
dan juga atas persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan dan juga
atas izin dari suami ibu hamil yang bersangkutan.’* Hal sebagai
mana telah tercantum di dalam pasal 76 UU Kesehatan No0.36

Tahun 2009 yang bunyi nya;

SSAnnette Anathasia Napitupulu, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak
Pidana Aborsi, Jurnal FH USU,2013, him. 11.

%Soekidjo Notoatmodijo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rienekan Cipta,
2010), him. 136



Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat

dilakukan

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis

b. Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki keterampilan dan
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh
Menteri;

c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan

d. Dengan ijin suami, kecuali korban perkosaan dan

e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh Menteri.

Seseuai dengan pasal di atas tindakan aborsi tidak bisa

dilakukan jika tidak mendapat izin dari ibu hamil yang
bersangkutan dan juga suami dari ibu hamil yang bersangkutan
adapun dengan indikasi kedaruratan medis. Upaya menyelamatkan
nyawa sang ibu dengan cara melakukan tindakan aborsi juga harus
dilakukan oleh tenaga medis yang telah mengantongi sertifikat
kewenangan untuk menjalankan profesi nya.

Dalam hal kedaruratan medis tindakan aborsi juga dapat
dilakukan apabila janin dideteksi mempunyai penyakit genetik berat
atau cacat bawaan, yang diprediksi akan susah untuk hidup diluar
kandungan, sehingga hal ini -membolehkan untuk dilakukan
tindakan aborsi. Untuk melakukan tindakan aborsi dikarenakan
janin yang sulit hidup diluar kandungan harus dibuktikan dengan
bukti yang autentik sebelum melakukan tindakan agar tidak
menyalahi aturan hukum yang telah ada.>® Upaya untuk melakukan
tindakan juga harus dilakukan oleh tenaga medis yang mempuni dan
telah mendapatkan kewenangan dari Menteri berupa sertifak profesi

untuk kewenangannya.

SNjowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Kedua (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1992), him. 215.



Di dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009, selain terdapat
kebolehan melakukan tindakan aborsi karena faktor kedaruratan
medis seperti janin yang membahayakan nyawa sang ibu atau
karena kemungkinan besar janin akan sulit untuk hidup diluar
kandungan disebabkan oleh penyakit genetik atau cacat parah.

b. Faktor korban perkosaan

Korban perkosaan merupakan faktor kedua diperbolehkannya
dilakukan tindakan aborsi. Psikologis merupakan alasan kuat
diperbolehnya melakukan tindakan aborsi pada korban perkosaan.
Berdasarkan penelitian Harvard Humanitarian Initiative and Oxfam
berjudul The Right to Abortion for Girls and Women Raped in
Armed Conflict pada tahun 2011 psikologi korban perkosaan dapat
menimbulkan kesedihan, kemarahan, ketakutan, kecemasan, rasa
malu dan penderitaan.>®

Dalam hal melakuka aborsi terhadap perkosaan, dengan ini
terdapat batas waktu yang telah ditetap di dalam UU Kesehatan No.
36 Tahun 2009 pasal 75 ayat (2) huruf b jo. Pasal 76, yang
menyebutkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan sebelum
kehamilan berumul 6 (enam) minggu terhitung dari hari pertama
terakhir haid dan kecuali bagi kedaruratan medis. Dengan adanya
batasan waktu yang ditentukan untuk melakukan tindakan aborsi
bagi korban perkosaan maka oleh sebab itu apabila dilakukan
setelah usia kehamilan melebihi batas waktu yang telah disebutkan,
maka tindakan ini akan termasuk ke dalam kasus pidana.
Melakukan aborsi melebihi batas waktu yang ditentukan pernah

dialami seorang anak korban perkosaan yang berinisial WA asal

%6Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar
Grafika,2011), him. 57.



Jambi yang harus menjalani proses pidana karena menghentikan
kandungan yang diperoleh dari perkosaan yang dilakukan oleh
kakak kandung nya.®’
» Dalam hal yang tidak dibolehkan di dalam hukum pidana
Dan aborsi yang tidak diperbolekan untuk dilakukan di dalam
hukum pidana adalah aborsi yang dilakukan bukan karena dua faktor
diatas, baik dilakukan dengan menggunakan bantuan medis atau
bantuan yang bukan medis, maka akan tetap menjalani proses pidana
dikarenakan tindakan aborsi yang dilakukan merupakan tindakan
pidana.

Di dalam hukum pidana Islam melakukan tindakan aborsi merupakan
sebuah pelanggaran dan juga dosa besar. Menggugurkan janin yang tak
berdosa sama hal nya dengan membunuh calon umat yang kelak akan
lahir keduania. Manusia merupakan makhluk sempurna yang sangat
dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga oleh karena itu aborsi merupakan
suatu dosa besar jika dilakukan.

» Dalam hal yang dibolehkan menurut hukum pidana Islam
Melakukan aborsi karena unsur medis di dalam hukum pidana

Islam diperbolehkan. Unsur medis yang dimaksud di dalam hukum

pidana Islam adalah apabila kehamilan dapat membahayakan nyawa

sang ibu, diluar konteks itu seperti di dalam UU Kesehatan No. 36

Tahun 2009 yang memperbolehkan melakukan tindakan aborsi

apabila sang janin mempunyai kesulitan untuk hidup diluar

kandungan, maka oleh karena itu di dalam hukum pidana Islam hal
semacam itu tidak diperbolehkan wuntuk dilakukan, hal ini
dikarenakan manusia hanya mampu memprediksi sedangkan Allah

SWT lah yang Maha merancang garis takdir kehidupan seseorang.

SThttp://icjr.or.id/15untukkeadilan
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Selain itu dilarangnya melakukan tindakan aborsi dengan indikasi
bahwa sang janin mempunyai kesulitan hidup diluar kandungan hal
ini dianggap selagi sang janin tidak membahayakan nyawa sang ibu
maka tindakan aborsi tidak diperbolehkan. Dan menurut hukum
pidana Islam korban perkosaan atau kehamilan karena perbuatan zina
juga dilarang untuk dilakukannya tindakan aborsi.*
» Dalam hal yang tidak dibolehkan di dalam hukum pidana Islam
Dalam Islam melakukan aborsi terhadap janin yang sudah

ditiupkan ruh atau di atas seratus dua puluh hari tanpa adanya alasan
yang benar para ulama dan fugaha dalam hal.ini sepakat dan tidak
ada perselisinan yang menyatakan bahwa hukumnya haram.
Pengharaman melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang telah
ditiupkan ruh juga terdapat pengecualian, diantaranya Islam
membenarkan seseorang melakukan tindakan aborsi jika terjadi
kondisi darurat mengenai kesehatan yang membahayakan nyawa
sang ibu. Sedangkan melakukan aborsi terhadap janin yang belum
ditiupkan ruh para ulama dan fugaha dalam hal ini terjadi perbedaan
pendapat, diantaranya:

1. Pendapat pertama: pendapat ini membolehkan. Aborsi boleh
dilakukan sejak awal kehamilan dan merupakan pendapat yang
dikemukankan oleh Sebagian besar ulama Hanafiyah, hal ini
didasari karena janin terbentuk setelah seratus dua puluh hari
yaitu setelah ditiupkan nya ruh. Sebahagian ulama Syafi’iyah dan
Hambali juga memperbolehkan dilakukannya aborsi sebelum

seratu dua puluh hari.

61.

%8Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam, (Jakarta: Cendikia Muslim), him.



2. Pendapat kedua: pendapat ini mengatakan bahwa makruh
hukumnya melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh, pendapat ini
disepakati oleh sebahagian ulama mazhab Hanafi, Syafi’'l dan
Maliki, akan tetapi sebahagian ulama mazhab Maliki
memakruhkan hukum aborsi sampai 40 hari pertama saja.

3. Pendapat ketiga: pendapat ini menyatakan haram hukumnya
melakukan aborsi, dikarenakan nutfah menetap dan berkembang
di dalam rahim menuju peniupan ruh. Pendapat ini dikemukakan
oleh mayoritas fugaha mazhab Maliki, Syafi’l, dan Dzahiriyah.*

Dengan demikian di dalam hukum pidana islam tindakan aborsi
hanya dapat dilakukan jika kehamilan itu berbahaya untuk kesehatan atau
terhadap nyawa nya. Diluar konteks itu hukum pidana islam tidak
membenarkan dilakukannya aborsi dengan indikasi apapun termasuk
korban perkosaan. Dan bagi siapapun yang melakukan tindakan aborsi
diluar konteks tersebut maka akan dikenakan sanksi, baik itu untu pelaku

dan kepada orang yang turut serta membantu melakukan.

Faktor-faktor Tenaga Medis Membantu Melakukan Tindakan
Aborsi

Tindakan aborsi merupakan upaya mengeluarkan janin dari dalam
kandungan sebelum janin tersebut mampu hidup diluar kandungan. Dalam
melakukan aborsi pada umumnya pelaku akan memerlukan atau
membutuhkan bantuan pihak kedua baik itu secara langsung seperti
membantu dalam tindakan atau tidak secara langsung seperti
menggunakan obat-obatan atau ramuan-ramuan yang didapati dari pihak
kedua. Jika diteliti lebih jauh di Indonesia begitu banyak tersebar obat-

%% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), him. 35.



obatan atau ramuan-ramuan yang mempermudah proses aborsi hal ini
disebabkan oleh meningkatnya tindakan aborsi setiap tahunnya.

Medis atau dokter merupakan tenaga kesehatan yang sangat berperan
penting dalam kehidupan masyarakat. Di zaman sekarang ini banyak
medis atau dokter yang membuka praktik mandiri diluar praktiknya
dirumah sakit pemerintah hal ini didukung oleh banyaknya masyarakat
yang lebih memilih untuk melakukan medical cekup atau lain sebagainya
di klinik atau praktik mandiri dokter. Membuka praktik mandiri atau
klinik merupakan hal yang boleh saja dilakukan oleh seorang dokter dan
hal ini tidak dilarang oleh hukum yang ada dinegara ini. Akan tetapi
sekarang ini banyak dokter atau medis yang memamfaatkan keadaan yaitu
dengan membuka praktik ilegal atau malpraktik dengan tujuan untuk
menambah pundi pundi rupiah.

Dalam melakukan tindakan aborsi banyak faktor yang mendorong
seorang tenaga medis atau dokter melakukannya, diantaranya:®°

1. Faktor kedaruratan medis

Kedaruratn medis menjadi salah satu faktor yang dilakukan
oleh tenaga medis/dokter untuk melakukan tindakan aborsi. Faktor
kedaruratan medis merupakan faktor yang dilegalkan oleh hukum
baik itu hukum positif atau hukum pidana Islam. Kedua sumber
hukum tersebut yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam sama-
sama bersepakat bahwa janin boleh digugurkan jika membahayakan
nyawa sang ibu. Akan tetapi pada faktor kedaruraan medis di dalam
hukum pidana Islam tidak dibenarkan menggugurkan janin yang
cacat atau mempunyai penyakit genetik jika sang janin tidak

membahayakan nyawa sang ibu. Melakukan tindakan aborsi karena

80Yuke Novia Langie, “Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia”, Lex et
Societatis VVol.ll, No. 7 (2014), him. 56.



faktor kedaruratan medis dalam hal ini pelaku maupun orang yang
turut serta membantu yaitu medis atau dokter tidak terjerat pidana
karena faktor ini merupakan faktor yang dilegalkan UU Kesehatan
No0.36 Tahun 2009 pasal 75 ayat (2).
2. Faktor Pisikologis
Faktor psikologis ini hanya boleh dilakukan untuk korban
perkosaan. Pada 2012, FBI mengeluarkan revisi definisi perkosaan,
yaitu “penetrasi, walau sedikit, terhadap vagina atau anus dengan
organ tubuh atau objek apapun, atau penetrasi oral dengan organ
seks seseorang tanpa persetujuan korban”. Faktor ini juga
merupakan faktor yang dilegalkan di dalam hukum positif, hal ini
dilakukan untuk menjaga psikologis korban. Dan kebolehan
melakukan aborsi terhadap korban perkosaan juga sudah disebutkan
di dalam UU Kesehatan No0.36 Tahun 2009 pasal 75 ayat (2).
Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, melakukan aborsi karena
faktor ini tidak dibolehkan dan hukumnya haram, dan para pelaku
dapat dihukum dengan sanksi yang telah ditentukan.
3. Faktor Ekonomi
Ekonomi merupakan faktor utama seorang medis atau dokter
membuka malpraktik. Demi mendapatkan pundi-pundi rupiah tak
jarang banyak dokter memamfaatkan ilmu yang dimiliki dengan
membuka malpraktik, banyaknya keberadaan malpraktik juga
didukung oleh banyaknya masyarakat yang ingin melakukan
tindakan aborsi yang dilarang olehn KUHP dan UU RI sehingga
membuat mereka tidak bisa melakukannya dirumah sakit umum
atau pemerintah. Klinik Pratik aborsi Paseban merupakam satu
diantara banyak klinik Pratik aborsi yang telah digrebek oleh pihak
berwajib pada tanggal 17 Febuari 2020, klinik yang berada didaerah



Jakarta pusat ini telah menggugurkan janin sebanyak 32.760 dan
mendapatkan keuntungan sebayak 10 M, klinik Paseban didirikan
oleh seorang dokter yang berinisial A atau MM dan mempunyai
kaki tangan 50 bidan dan 100 calo untuk mempromosikan
keberadaan nya dan juga terdapat satu dokter pengganti yang
berinisial S.%

Faktor ini merupakan faktor yang dilarang oleh hukum baik
itu hukum positif atau hukum pidana Islam, karena dapat dipastikan
pada faktor ini para pelaku melakukan tindakan aborsi tidak
berinindikasi medis. Faktor ini adalah penyebab utama bagi pelaku
dan orang yang turur serta membantu melakukan tindakan aborsi
yaitu dokter dapat dipidana sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Kesehatan No. 36
Tahun 2009, dan dapat dikenakan sanksi diyat sesuai dengan hukum
pidana Islam.

4. Faktor kemanusiaan

Faktor kemanusiaan juga menjadi alasan tenaga medis atau
dokter membantu melakukan tindakan aborsi. Bentuk dari faktor
kemanusiaan adalah seperti, seorang dokter yang rela membantu
melakukan tindakan aborsi seorang pasien tanpa indikasi medis atau
korban perkosaan melainkan pasien tidak menginginkan janin
tersebut karena mental yang belum siap atau ekonomi yang tidak
mendukung, hal ini menimbulkan rasa empati seorang dokter
sehingga iya rela melakukan tindakan aborsi. Tindakan aborsi
karena faktor kemanusiaan sangat minim dilakukan oleh seorang

dokter atau medis karena akan berdampak besar bagi seorang dokter

®11bid., hlm. 57.



yaitu terjerat ke dalam ranah pidana dan bisa berakibat kepada
hilangnya kewenangan profesi yang dimilki dan juga mata

pencarian.®?

C. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Tenaga Medis yang Membantu
Melakukan Tindakan Aborsi dalam Prespektif Hukum Positif dan

Hukum Pidana Islam

Tenaga medis atau dokter yang membantu melakukan tindak aborsi
dapat dimintai pertanggung jawaban pidana hal ini disebabkan bahwa
sebelum melakukan upaya aborsi seorang dokter telah mengetahui
mengenai tindakan apa yang ingin dilakukan, dan seorang dokter dengan
pasti juga telah mengetahui bahwa tindakan yang akan dilakukan
merupakan sebuah tindakan kriminal dimana tindakan tersebut melanggar
hukum karena tidak berindikasi medis dan pasien yang ingin ditindak
bukanlah korban dari perkosaan. Selain karena faktor di atas, seorang
dokter dapat dikenakan sanksi pidana karena telah turut serta melakukan
tindak pidana, sebagaimana syarat yang dapat dikatakan bahwa seorang
merupakan orang yang turut serta dalam tindak pidana, diataranya:

1. Kedua pelaku secara sadar bekerjasama yang menjadi kehendak dari
kedua orang tersebut.

2. Kedua pelaku melaksanakan kehendak untuk melakukan tindakan
pidana secara bersama-sama.®®

Dan sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 55 jo. 56 KUHP
bahwa orang yang ikut serta membantu akan disebut dengan
madeplichtiheid dan merupakan bentuk dari deelneming atau
keikutsertaan atau penyertaan atau turut serta.

Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP

62Jan Remmelink, Hukum Pidana, him. 58.
837pid..., him. 90.



(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan’;
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan
untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian seorang dokter dapat dijerat dengan tindak pidana
karena telah turut serta membantu suatu tindak pidan atau tindak kriminal
yaitu aborsi dengan pasal 299, 348, 349 KUHP jo. pasal 194 UU
Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perbedaan
mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan orang yang turut
serta membantu melakukan, hal ini sebagai mana yang telah disebutkan di
dalam pasal 348 dan 349 KUHP, yang berbunyi;

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana
paling lama 5,6 (lima tahun enam bulan).

(2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya Wanita tersebut,
diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 349

“Jika seorang bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan
berdasarkan pasal 346, dan/atau melakukan dan/atau membantu
melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di dalam pasal 347
dan 348, maka pidana yang ditentukan di dalam pasal itu ditambah
dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian

dalam mana kejahatan dilakukan”.%*

%Himpunan KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), permata press, him. 91.



Pengaturan mengenai sanksi aborsi selain dijelaskan didalam pasal
348 dan 349, juga terdapat di dalam pasal 299 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya:

Pasal 299

(1). Barang siapa yang dengan sengaja mengobati seorang Wanita dan
menyuruh untuk diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan
harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan,
diancam dengan pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu
rupiah.

(2). Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau
jika dia seorang tabib, atau juru obat, pidananya dapat ditambah
sepertiga.

(3). Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan
pencarian itu.%

Dan diperkuat kembali di dalam undang-undang yang lebih khusus
yaitu UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 194, yang bunyinya:
Pasal 194

“Bahwa setiap orang yang membantu melakukan aborsi tidak sesuai
dengan ketentuan yang dimaksdu dalam pasal 75 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendan
paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).5®

Pertanggung jawaban pidana bagi tenaga medis yang membantu
melakukan tindakan aborsi akan dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah
disebutkan didalam KUHP 299, 348, 349 dan diperkuat kembali di dalam

undang-undang yang lebih kusus yaitu UU Kesehatan N0.36 Tahun 2009

pasal 194. Di dalam pasal 299 dan 349 KUHP yang berisi tentang apabila

seorang dokter, meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan

857pid..., him. 81.
56Uy Kesehatan No.36 Tahun 2009.



tersebut maka ancaman pidana akan ditambah sepertiga, serta dicabut ijin
praktiknya.

Dalam hukum pidana Islam orang yang membantu melakukan adalah
orang yang turut serta bersama-sama melakukan jarimah baik secara
langsung dan/atau tidak secara langsung.®” Hukum pidana Islam juga
memberikan sanksi kepada setiap orang yang ikut serta membantu
melakukan jarimah atau tindak pidana sebagai mana pendapat yang
dikemukakan oleh Abdul Qadir bahwa orang yang ikut serta melakukan
jarimah secara bersama-sama baik itu melalui kesepakatan atau hanya
kebetulan, dengan cara menghasut atau meyuruh orang lain dan/atau
membeti bantuan dengan berbagai bentuk juga dikenakan sanksi yang
sama dengan pelaku.®®

Aborsi yang tidak berindikasi medis dalam hukum pidana Islam
merupakan sebuah tindakan yang sangat dilarang sebagaimana firman
Allah dalam Q.S al-Isra’ ayat 31 dan 33 yang berbunyi:

Q.S al- Isra’ ayat 31

Artinya “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka
dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu
dosa yang besar”.

Dan Q.S al-Isra’ ayat 33

Artinya “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh
Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar.
Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya
Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi
janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh,
sesungguhnya iya adalah orang yang mendapat pertolongan”.

51pid..., him. 17.
%8Hanafi, Azaz Hukum Pidana Islam, him. 44.



Redaksi dari ayat di atas adalah bahwa Allah sang pencipta
mengingatkan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan yang sangat
dilarang, dan begitu juga dengan janin yang sudah ditiupkan ruh. Janin
yang sudah ditiup merupakan fase perkembangan untuk menjadi manusia
yang sempurna.

Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai ancaman sanksi bagi
siapa saja yang melakukan aborsi serta yang ikut serta membantu
melakukan aborsi. Sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah Hadist;

Artinya “Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu berkata, “Ada dua orang yang
perempuan dari kabilah Hudzail bertengkar, salah seorang
melempar yang lain dengan batu hingga ia dan anak dalam
kandungannya mati. Lalu mereka mengajukan permasalahan itu
kepada Rasulullah SAW. Beliau memutuskan bahwa denda janin
dalam perut dibayar dengan memerdekakan budak laki-laki atau
perempuan dan denda perempuan yang dibunuh diberikan
kepada ‘ashabah (orang yang mendapatkan bahagian dalam
pembagian warisan) yang diwariskan kepada anak-anak dan ahli
waris mereka. Berkatalan Hamal bin Nabighah al-Hudzali,
“wahai Rasulullah, bagaimana dengan janin yang tidak makan
dan tidak minum, tidak bicara dan tidak bersuara, dibayar dengan
denda, hal itu mestinya dibebaskan”. Lalu Rasulullah SAW
bersabda “orang ini adalah saudara dari tukang tenung”.
Kelihatan dari omongan yang ia ucapkan. (Muttafaq alaih).

Dengan berpegang kepada hadist di atas maka para ulama
meredaksikan hadist tersebut, yaitu bahwa aborsi merupakan dosa besar
dan juga haram dilakukan sebagai telah dijelaskan sebelumnya di dalam
Q.S al-Isra’ (17): 31 dan 33 diatas, serta terdapat juga di dalam Q.S al-
An’am (6): 151, sebagal berikut:

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
melainkan dengan hag. Barang siapa yang dibunuh secara
dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan
kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya iya adalah
orang yang dimenangkan”.



Dengan demikian dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan
kepada pelaku aborsi dan orang yang turut serta membantu melakukan
tindakan aborsi dalam hal ini tenaga medis atau dokter dikenakan sanksi
berupa diyat, yaitu seorang gurrah (budak laki-laki atau perempuan) atau
pembayaran juga bisa dilakukan dalam bentuk serratus domba atau
dengan uang senilai lima ratus dirham atau membanyar diyat juga dapat
dilakukan dengan menggunakan lima ekor unta. Selain membayar diyat
pelaku dan orang yang turut serta melakukan juga dikenakan sanksi
kaffarat berupa, memerdekakan budak laki-laki atau perempuan atau
berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan fakir
miskin sebanyak 60 orang.®®

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa di dalam hukum pidana
Islam orang yang membantu kejahatan atau jarimah secara langsung juga
mendapatkan sanksi yang sama dengan pelaku seperti tenaga medis atau
dokter yang ikut serta membantu melakukan aborsi maka oleh sebab itu

akan dikenakan sanksi yang sama besarnya dengan pelaku.

%9Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, trans, oleh Husein Nabhan, juz 13 (Bandung; al-
Ma’rif, 1987), him. 118.



BAB EMPAT
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang penulis
rangkum dari bab-bab sebelumnya, dan pada bab ini juga terdapat saran yang
dianggap perlu untuk menyempurnakan penulisan. Adapun kesimpulan dan
saran dapat diambil sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa bentuk bantuan yang dilakukan oleh tenaga
medis -atau dokter dalam membantu melakukan tindakan aborsi
diantaranya adalah; pertama, dengan menggunakan alat medis yaitu
seperti operasi dan lain-lainnya, kedua, dengan menggunakan
ramuan atau obat-obatan, dan ketiga, adalah upaya tak terduga,
seperti memberikan sesuatu kepada ibu hamil yang dapat
menggugurkan janinnya seperti menyuruh memakan nenas.

2. Di zaman sekarang ini banyak faktor yang membuat tenaga medis
atau dokter rela membantu tindakan aborsi walau dengan
kosekuensi yang begitu berat. Berikut beberapa faktor yang
membuat tenaga medis membantu tindakan aborsi, diantaranya:
pertama, kedaruratan medis, kedua, psikologi, ketiga, ekonomi,
keempat, kemanusiaan.

3. Pertanggung jawaban pidana bagi tenaga medis yang membantu
melakukan tindakan aborsi di atur dalam KUHP pasal 299, 348, 349
dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 194. Sedangkan dalam
hukum pidana Islam setiap pelaku yang melakukan tindakan aborsi
akan dikenakan sanksi, yaitu: dengan membanyar diyat bagi janin
yang telah digugurkan berupa seorang gurrah (budak laki-laki atau

perempuan) atau dengan uang senilai lima ratus dirham, atau
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dengan unta sebnayak lima ekor, pendapat ini dikemukan oleh
Sayyid Sabig, selain membanyar diyat para pelaku juga dikenakan
sanksi yaitu membayar kafarat, dengan memerdekakan budak atau
berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan fakir
miskin sebanyak enam pulah (60) orang. Di dalam hukum Islam
semua yang ikut serta melakukan aborsi akan mendapatkan sanksi
yang sama baik itu pelaku maupun orang yang ikut serta membantu
seperti tenaga medis atau dokter.

B. Saran

1. Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dalam bab diatas maka
dengan ini penulis berharap agar kajian ini dapat berkembang dan
diteliti ulang guna membuktikan sanksi yang akan didapat oleh
tenaga medis atau dokter yang terbukti membantu melakukan
tindakan aborsi, baik itu sanksi dalam hukum positif dan hukum
pidana Islam.

2. Untuk meminimalisir terjadinya aborsi, penulis berharap kepada
remaja atau pemuda untuk lebih menjaga diri agar tidak terjerumus
ke dalam pergaulan bebas. Dari riset yang telah penulis lakukan,
bahwa adanya malpraktik atau praktik illegal yang dilakukan oleh
tenaga medis atau dokter hal ini dipicu oleh banyak remaja yang
hamil diluar nikah dan ingin melakukan aborsi.

3. Pada dasarnya tenaga medis atau dokter merupakan penyelamat
nyawa manusia, maka dengan itu penulis berharap agar tenaga
medis dan/atau dokter menjalankan profesi nya sesuai dengan

sumpah yang telah diucap.



DAFTAR PUSTAKA

Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam, (Jakarta: Cendikia
Sentra Muslim, 2004), him. 87.

Al-Mansuri, Prinsip-Prinsip Kedokteran Islam, (Jakarta: Pustaka
Medika, 2010), him. 5.

Annette Anathasia Napitupulu, Pembaharuan Hukum Pidana
Terhadap Tindak Pidana Aborsi, Jurnal FH USU,2013, him. 11.

Arjatmo Tjokronegoro, Aborsi Dalam Figh Kontemporel, (Jakarta:
Balai penerbit FKUI,2002), him. 76.

Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi,
(Jakarta: Sinar Grafika,2011), him. 57.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka
Setia, 2009), him 1.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka
Setia, 2009), him 13.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Indonesia
(Jakarta: Balai Pustaka, 1996). HIm 2

Drs. H Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika), him. 35.

Harmien Hadiati Koeswadji, “Hukum Kedokteran (studi tentang
hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak ), PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1998, him.103.

Herbert L. Parker, The Limit of Criminal Sanction, (California,
Standfrod University Pres, 1998), him. 17

Himpunan kitab Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana), permata press.

Himpunan kitab Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana), permata press.

Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2003), him. 86

Kartono Muhammad, Teknologi Kedokteran dan Tantangannya
Terhadap Biotika, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), him. 70.

Kurnia Rahma Daniaty, “Tinjaun Kriminologis Terhadap Kejahatan
Abortus Provocatus Kriminalis”, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makasar, 2012), him 23

Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi, (Jakarta: PT Gasindo,2002),
him.11.

M. Hidayat Nur Wahid dan Ali Yafie, Fikih Aktual, (Jakarta: Gema
Insani Pres), him. 194

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Jakarta: Kompas, 2006),him 32.



Masifuk Zuhdi, Masailul Fighiyah, (Jakarta: CV Haji Masangung,
1994), him. 191.

Menurut konteks Islam, janin (anak dalam kandungan), oleh sebab itu
melakukan pengguguran terhadap jani didalam kandungan merupakan suatu
pelanggaran, terlebih jika tidak mempunyai alasan yang sah yang dikuatkan
oleh tim medis. Dewani Ramli “Aborsi dalam Prespektif Hukum Positif dan
Hukum Islam”. Jurnal al-adalah X No.2 (juli 2011): 159.

Moh. Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medis (Yogyakarta:
Liberty,2013),him. 9.

Mufliha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan
(KTD): Kontestasi antara Pro-Choice,”Analisis: Jurnal studi kelslaman,
NO.15, (1 juni 2015),hIm. 44

Muhammad Nu’aim Yasinn, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka A-
kautsar,2001), him. 26.

Njowito -Hamdani, lImu Kedokteran Kehakiman, Kedua ( Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 215.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung:
Citra Aditya Bakti,2011), him. 563.

P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2011), him.563.

P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2011), him.563.

Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

Romli, Aborsi dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam,
him.161.

Romli, Aborsi dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam,
him.161.

Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, trans. Oleh Husein Nabhan, Juz 13
(Bandung: Al-Ma’arif,1987), hlm.118.

Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta:
Rienekan Cipta, 2010), him. 136

Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta:
Rineka Cipta,2010), him.135

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kesehatan Tentang Hukum
Malapraktik Tenaga Kesehatan, (Bogor, IPB Press,2020), hIm.49

Tim penulis, Aborsi Dalam Presfektif Figh Kontemporel, (Jakarta:
Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), him. 45.

Yuke Novia Langie, “Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia”,
Lex et Societatis VVol.1l, No. 7 (2014), him. 56.

Zuhroni, dkk, Islam Untuk Disiplin IImu Kesehatan dan Kedokteran
2, (Figh Kontemporel), (Jakarta: Depag Rl Dirjen Kelembangaan Agama
Islam, 2003), him. 170.



